DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGEAT II KEBUMEN
NOMOR: 9 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1896
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

denimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan
Pasgal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun



1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1850 ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal

13 Jduli 1974 tentang FPokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tang-
gal 19 Nopember 19894 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ten-
tang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 18994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 35689) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengu-
rusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1975 Nomor 5) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1875

tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitu-
ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun
1975) ;

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 -
tanggal 30 Maret 1984 tentang Tata Cara
Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji
dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.



10.

11.

12.

13.

Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 ten-
tang Contoh-contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Fenyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 -

Tahun 1978 tanggal 21 Januari 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak
Ketiga Kepada Daerah ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1978 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahu 1879 tanggal 1 September 1878
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 -
Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985
tentang FPengurusan FPendapatan Daerah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 ten-
tang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900
-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 18980
tentang Manual Administrasi Keuangan
Daerah ;

14. Keputusan ..........



14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570
-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1881
tentang Program FPembinaan Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8970
-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1881
tentang Manual Administrasi Pendapatan
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1884
tentang Langkah Pertama Pensinkronisa-
sian Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September
1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-1319 tanggal 19 September 1985 tentang
Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-803 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51
Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985
tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan
Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

EKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-268 Tahun 18986 tanggal 3 Maret 1986
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan



21
22.
23.
24.
Memperhatikan :

Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhi-
tungan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803

-379 Tahun 19887 tanggal 11 April 1887
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis
Tata Usaha Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-086 Tahun 1888 tentang Perubahan Pen-
vempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah
menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988
tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Anggaran Pendapatan Daerah ;

EKeputusan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor OZ/KPTS/DFRD/1982 tanggal 22 Juli
1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Kebumen.

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903
/464 /FU0D tanggal 1 Pebruari 1996
rerihal Fedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1896/1997 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903
/367 /PU0OD tanggal 31 Januari 1995

perihal ...........



rerihal Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1985/1996.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pani-

tia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11

‘ Kebumen tanggal 22 Maret sampai
dengan 26 Maret 1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat FPleno Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I1I
Kebumen tanggal 3 April 1996.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
‘ 1996/1997.

FPasal 1

Jumlah Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1996,/1997 adalah
sebesar Rp 30.806.364.000,00.
Terdiri dari :
a. PENDAPATAN :

Pendapatan ........ Rp 30.806.364.000,00

b. BELANJA ........



b.

BELANJA :
Ratin ... Rp 16.034.546.000,00
Pembangunan Rp 14.771.818.000,00

Rp 30.806.364.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah seba-
gai berikut :

a.

(1)

(2)

(3)

PENDAPATAN :

Pendapatan ............ Rp 2.127.339.000,00
. BELANJA :

Rutin .... Rp 2.127.339.000,00

Pembangunan Rp -

Rp 2.127.339.000,00

Pasal 3

Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal
1 dimuat dalam Lampiran A.

Rincian lebih lanjut dari ketentuan terse -
but pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam
Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.

Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan _

(2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal 4 ...........



Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran
sesuai peraturan perundang-undangan yang berla-
ku adalah sebagaimana daftar terlampir.

. Pasal b

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 3 April 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGEAT II KEBUMEN

KETUA
t.t.d t.t.d
H. ZAISAL SIPIET AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 27 Mei
’ 1996 Nomor : 903/534/1896.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I ebumen Tahun 18986 Seri D

NIP. 010 046 438



